MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDOMNESIA

PERATURAN MENTER] PERIUBUNGAN REPURLIK INDONESIA
NOMOR PM 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayvat {4),

Pasal 51 aval (2], dan Pasal 54 ayvat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lala

Lintas dan Anghkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri  Perhubungan  tentang  Penyelenggaraan  Bidang
Anpgloatan Jalan:

Mengingat 1 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undanpg-Undang Nomor 3% Tahun 2008 tentang
Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.  Undang-Undang MNomor 22 Tahun 2009 lentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Bopublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);




on

Fi.

10,

Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 entang Cipta
Kerja [Lembaran Nepara Republik Indonesis Tabun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera  Repuhblik
Indomesia Nomor 6573);

Peraturan Pemernntah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Eepublik [Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabhun 2021 (entang
Penvelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Hisiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617,

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tehun 2021 lentang
Penvelengparaan Bideng Lelu Lintas den Angkutan Jalan
iLemmbaran MNegara Hepublik Indonecsia Tahun 2021
Nomor 44, Tambahan TLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6i-42);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 lentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Begor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi ([(Lembaran Negare Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216):

Peraturan Menleri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun
2018 entang Orpanisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekast (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Momor 1553);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tala Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Hepublik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1736);




Menetaphkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG ANGKUTAN JALAN.

[EFNER
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Sub=sidi adalah bantuan hiava pengopeorasian untulk
Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi
pada trayek tertentu atau Anglutan barang vang secars
finansial belum menguntungkan.

Trayek adalah lintazan kendaraan bermotor umum uniuk
polavanan jasa Angkutan orang  dengan mobil
penumpang atau mobil bus yang mempunyail asal dan
tujuan perjalanan  tetap, lintasan tetap, dan jenis
kendaraan tetap serta berjadwal.

Trayek Lintasan vang selanjulnya discbut Lintas adalah
lintasan atau rute Anglutan barang yvang ditetapkan
dalam rangka Subsidi Angkutan barang.

Masvarakat adalah perseorangan, kelompok, organisas
profesi, badan usaha, atau organisasi kemasvarakatan
lain.

Menteri adalah mentert yang menyelenpgarakan urusan
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
dan anglkutan jalan.

Dircktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madys yvang
bertangeung jawab di bidang sarana dan prasarana lalua
lintas dan angkutan jalan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan  Pengelola

Transportasi Jakeria, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Beloasi.




BAB 1
SUBSIDI ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

Permmberian  Subsidi olch pemerintah pusat  dan/alau

pemcerintah dacrah diberikan kepada:

.

(1]

(<]

(3)

Anglutan penumpang umum dengan tarl kelas ckonomi
pada Trayvek lerlentu; dan fatau

Angkutan barang pada Lintas tertentua.

Pasal 3

Angkutan penumpang wmum dengan tarif kelas ekonomi

pada Trayck tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 hurul a, ditentulkan berdasarkan:

a. faktor finansial: dan

b. [aktor keterhubungan,

Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul B meliputi:

a, Trayvek vang menghubungkan wilayah perbatasan
dan/atau wilayah lainnya karena perfimbangan
aspek somal politik;

b. Trayek Angkutan perkotaan dan  Angkutan
perdesaan  khusus untuk  pelajar dan/atau
mahasiswa;

c. Travck perkotaan dengan Angkutan massal yvang
taril keekonomiannya tidak terjangkau olch daya beli
Masvarakat; atau

d. Trayek vang penetapan larimya di bawah biayva
operasional vang ditetapkan aoleh pemerintah pusat
danfatau pemerintah dacrah.

Faktor keterhubungsn sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) hurul b meliputi;

a. Trayek wyang menghubungkan wilayah tensolir
dan/atau belum  berkembang dengan  kawasan

perkotaan yvang belum dilayani Angkulan wumum;

dan
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b. Travck vang melayani perpindahan penumpang dari
Angkutan penveberangan perintis, Angkutan laut

perinris, atau Anglkutan udara perintis,

Fasal 4

Trayek lerlentu sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) meliputi:

a, ‘Trayek  Angkutan perkotaan  dan Angkutan
perdesaan  khusus untuk  pelajar  dan/fatoau
mahasiswa;

k.  Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yvang
Laril keekonomiannys Ldak lerjangkau dava beli
Masvaralat;

¢. Travek wvang penctapan tarifnya di bawah biava
operasional yvang ditetapkan oleh pemerintah pusat
dan/fatau pemerintah dacrah;

d. Anglutan antarkota dalam provinst; dan/atau
Angkutan perkotaan atau Angkulan perdesasan yang
berdampak nasional,

Trayck tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menler, gubernur, atau bupati fwali kota

sesual dengan kewenangannya.

Pasal 5
Trayeck tertentu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ditetapkan berdasarkan kajian.
Kajlan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olch
tenaga ahli yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau
bupat fwali kota sesual dengan kewenangannyva.,
Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada  ayval [2)
dilakuken evalua= oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli
yang dibentuk cleh Menteri, gubernur, atau buparti/wali
kota scsuai dengan kewenangannyva.
Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
avat (3}, Menterd, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai

dengan kewenangannya menelapkan Travek tertentu

vang dapat diberikan Subsidi.




Dalam melaksanakan (ugas sehagaimana dimaksud pada
aval (2], ayat (3], dan ayat {4), Menteri mendelegasikan
kewenangannya kepada Direktur Jenderal atau Kepala

Badan,

Pasal &

Bubsidi Anglutan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 2
diberikan pada Travek tertentu berdasarkan:

E.

(1]

{2

selisih antara biaya pengoperasian vang dikeluarkan
dengan  pendapatan  operasional yang  diperoleh
Perusahaan Angkutan Umum; atau

biava pengoperasian Anghutan orang atau Angkutan
barang wvang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan
Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang

ditunjuk oleh pembert Subsidi.

Pasal 7

Biaya pengoperasian sebapgaimana dimaksud  dalam
Pasal 6 ditentukan berdasarkan:
a. kondisi lalu lintas jalan yang lerdiri alas:

1. lalu lintas campuran {mix traffid;

2. wvolume lalu lintas; dan

3, kapasitas dan manajomen rekavasa lala lintas:
b. kondisi ekonomi yvang terdiri atas:

1. tinghkal inllasi;

2. nilal tukar valuta asing;

3. harga bahan bakar minyak/listrik; dan

4. upah minimum regional;
e, Jangka waktu kontrak lavanan;
d. rencana operasi; dan
e.  spesifikasi kendaraan.
Biaya pengoperasian scbagaimana dimaksud pads ayat
(1} memperhitungkan komponern:
a. biaya operasional;
b, hiayva perawsatan;

c. biaya over head,

d. laba operasional;




c. biava pajak; dan/atau
f. biaya investasi pengadaan Anghkutlan.

(3] Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud  pada
ayat {1} merupakan dasar dalam penentuan bieya per
kilometer.

(4] Pemberian bantuan  biava operasional  sebhagsimana
dimaksud pada ayal (1] dituangkan dalam konrrak,

(5) Konirak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa kontrak tahun jamak sesuni dengan ketentuan

poraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subsidi Angkutan barang pada Lintas tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi kriteria:

a. menghubungkan wilavah tertinggal, terpencil, terhaar,
perbatasan, dan/atau wilayah lainnya wvang karena
pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;

b.  kawasan wvang belum berkembang dan tidak terdapat
pelayvanan Angloatan barang;

. mendorong pertumbuhan ekonomi;

d. =sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan
tarif Angkutan vang lebih rendah dari taril vang berlaku;

¢, melayani perpindahan barang dari Angkutan laut
perintis;

f.  melayani daerah  transmigrasi dengan  kawasan
perkotaan;

g. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau

h. memberikan  pelayanan  Angkutan  barang  yang
terjangkau oleh Masyarakal yang dava belinya masih
rendah.

Pazal 9
(1} Subsidi Angkutan barang pada Lintas tertentu
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal B diberikan

berdasarkan biaya pengoperasian Angkutan barang vang

dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan umum.
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Penycolenggaraan SBubsidi Angkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan oleh Menten,
gubecrnur, atau  bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dengan menunjulkl perusahaan Anglutan
umum melalui proses pemilihan.

Pemilihan perusahaan Angkutan umum  sebagaimana

dimalsud pada avat (2) dilakulken melalu proses:

a, pelelangan vang diikuti oleh badan usaha berbadan
hukum yang bergerak di bidang Anglutan umum;
atau

b.  penunjukan langsung kepads badan usaha milik
negara atau  badan usaha milik daerah yang
bergerak di bidang Angloutan umum dengan prinsip
penugasan.

Penugasan sebapaimana dimaksud pada ayat (3) huraf b

diberikan kepada badan vsaha milik negara atau badan

usaha milik daerah dalam hal tidak terdapat penvedia

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufl a.

Pasal 10O
Bentuk Subsidi Angkutan barang di jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 berupa bantuan biaya
operasional.
Biaya operasional schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasiken dalam angparan peondapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
Pembenan  bantuan  biayva operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditnangkan dalam kontrak.
Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
kontrak kerja Angkutan barang,
Kontrak kerja Anglkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kontrak kerja Angkutan barang schagaimana dimaksud
pada avat [3) paling sedikit memuat:

a. lintasan Angkulan barang;

b,  jenis kendarasn;




(7]

(1)

(2

13)

(4]

b

jumlah kendaraan;
jumliah hari operasi,

jarak operasional;

waktu temipuh perjalanan;

jadwal pelavanan;

besaran Sulbsidi;

—

frekuensi pelayanan (ritase);

j. Jjumlah awak Angkutan barang;

k. pembayvaran hiayva operasional; dan

L prlaporan,

Pembayaran biaya operasional secbagaimana dimaksud
pada avat () huraf k dapat dilakukan setiap bulan
dengan melampirkan  laporan  pelaksanasn kegiatan

Anglutan Darang.

Pasal 11
Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
melipulti:
a. hiaya tetap; dan
b. biaya tidak tetap.
Biava tetap dan biava tidak tetap sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) diberikan berdasarkan penunjukan
langsung kepada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah yanpg bergerak di bidang Angkutan
umum dengan prinsip penugasar.
Selain sebagaimana dimaksud pada avat (2], unhtuk biaya
tidak tetap sehagaimana dimalksud pada ayat (1) hurul b
dapat diberikan berdasarkan proses pelelangan vang
ditkuti oleh badan usaha berbadan hukum vang bergerak
di bidang Angkutan umum.
Biaya tetap scbagaimana dimaksud pada ayart (1) huruf a
meliputi:
a, penvusutan kendaraan;
b. suku bunga kredit kendaraan;
c. perizinan dan administrasi;

d. gaji f[awak kendaraan); dan

= asuransi kendaraan.
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Biaya tidak tctap scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b melipuzti:

a. pemakaian bahan bakar minyvak bersubsidi;

) pemalkaian olif pelumas;

Cc. penggunaan ban;

o perawatan kenderaan; dan

e biaya lain-lain,

Pemberian biaya lain-lain scbagaimana dimaksud pada
avat (3) huruf ¢ diberiltan berdasarkan hasil verifikasi
oleh tim teknis yang dibentuk coleh Menter, pgubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal bahan bakar minvak bersubsidi tidak tersedia,
kendaraan bermotar Anghluran barang dapat
mengeunakan bahan bakar minyak nonsubsidi dengan
bukti vang dapat dipertangsgungjawabkan.

BAEB Il
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat berhak untuk berperan  serta  dalam

penyelenggaraan Angkutan jalan.

Peran serta Masyarakat scbagaimana dimaksud pada

ayat {1] meliputi:

a, memberikan masukan kepada instansi pembina lalu
lintas dan angkutan jalan dalam penvempumaan
peraturan  perundang-undangan, pedoman, dan
standar teknis di bidang Angkutan jalan;

b. memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal

Angkutan umum yang dilalkukan oleh perusahaan

Angkutan umurm;
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¢, melaporkan penyvelenggara Angloatan umum yvang
tidak memiliki  perzginan berusaha dan/atau
melakukan  penyimpangan perizinan . berusaha
kepada instansi pomber izin dan fatau instans vang
diberi weowcnang peraturan  porundang-undangan
untuk menegakkan ketentuan perizinan berusaha
Anghkutan urmum;

d. memberikan masukan kepada instansi pembina lala
lintas dan angkutan jalan  dalam perbaikan
pelayanan Angloatan umum; dan/fatau

e,  memelihara sarana dan prasarana Angkuatan jalan,
dan ikut menjaga  keamanan, kKeselamatan,
kctertiban, dan kelancaran Angloatan jalan.

Laporan penyimpangan  sebagaimana dimaksud pada

ayvat (2} huruf ¢ harus disertal bukti penvimpangan

berupa:

a. foto;dan

b. keterangan penyvimpangan.

*asal 13
Peran serta Masyarakal sebagaimans dimaksod dalam
Pasal 12 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wal kota sesusil dengan kewenangan baik secara
clektronik maupun nonelektronik,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota scsuai dengan
kewenangannya sebagaimana dimalksud pada seat (1)

mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan

pendapat vang disampaikan olch Masyarakat,




i 1

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

T*azal 14

Pada saal Peraturan Menteri ini mulai berlaloa:

i,

b,

Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117
Tahun 2018 tentang Penyelenpgaraan Angkulsn Orang
Tidal Dalam Travek [Berila Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1674);

Pasal 33 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118
Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Angkutan Scwa
Khusus [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1675); dan

Pasal 101 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15
Tahun 2019 lentang Penvelenggaraan Anglatan Orang
dengan  Kendaraan Bermotor Umum  Dalam  Trayek
(Berita NMNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor
A04]; dan

Pasal 78 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60
Tahun 2019 femang Penyvelengaraan Angkutan Barang
dengan Kendaraan Bermotor di JJalan [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 1087],

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Feraturan Menteri  ini  mulsi berlaku pada  tanggal

diundangkan.




43

Agar scriap Orang mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menter ini dengan penompatatinya

dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Diletapkan di Jakarta

pada tangeal 21 Mei 2021

MENTER] PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONIESTA,

ttd

BUDI KARYA SUMATDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Jur 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERTIAN HUUKUM DAN HAK ASAZ] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tecd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 648

Salinan sesuai dengan aslinva
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